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Pernyataan Wakil Ketua Komisi VIl DPR

Standardisasi Sawit Untuk Perkuat Daya Saing

WAKIL Kefua Komisi VII DPR
Chusnunia Chalim meminta Indo
niesia tidak sekadlar menyesuaikan
standar sawit nasional dengan
tuntutan kawasan tertentu, khu
susnya Uni Eropa (UE). Langkah
ini agar negara bisa membangun
standar berkelanjutan yang her
orientas nasional. Sistem ity akan
memperkuat daya saing industri
sawit dalam jangka panjang,

Chusnunia mempertanyakan
sejauh mana pemenuhan Regu
lasi Dieforestasi EL atau Evropean
Union Deforestation Regulation
(EUDR} dapat menjamin pe
nerimaan produk sawit Indonesia.
Pasalnya, ketidakpastian mengenai
ounculnya tuniutan bar setelah
syaral itu dipenuhi terus fadi kekha
watiran. Padahal, pelaku usaha
membutuhkan kepastian pasar.

Dia meminta, dinamika aturan
perdagangan internasional diper
bitungkan secara cermat. Karena
ketentuan global yang terus
berkembang sering kali berkai
tan erat dengan kepentingan eko
nomi antarnegara. *Kebijakan
standardisasi rentan terseret
dalam dinamika perang dagang,
ujamya di Gedung DPR, Jakarta,
Rabu (9/9/2026).

Selanjutnya, Chusnunia 2

L
mengingatkan agar standardisasi
sawit dipandang dari perspekiif 2

kedaulatan serta kepentingan ol

nasional Indanesia. Arah pem
bangunan standar berkelanjutan
fidak boleh sekadar jadi instru
men pemenuh ekspektasi pasar
Eropa semata. Penataan regulasi
drmesiik harus benar benar ber
fokus demi keberlanjutan jangka
panjang indusiri dalam negeri.
Indonesia, lanjutnya, perl me
miliki posisi tegas dalam meneny
fukan regulast produknya sendird
fanpa tergantung pada pibak luar
Standar nasional tidak boleh
berhenti sehagai bentuk respons
atas kelentuan kawasan lain.
Kebijakan ity harus diperjuang-
Kan secara aktif agar dapat jadi
acuan resmi yang diakui dunia.
Komisi VII DPR mendorang
apar penguatan standar sawil
tidak berhenti pada kepatuhan
terhadap aturan pasar global
sematd. Standardisasi nasional
perlu menjadi instrumen peno
pang daya saing industri hasil
perkebunan, “Kedaulatan serta
kepentingan Indonesia wajib
tetap dijadikan pijakan paling
wtama dalam setiap perumusan

Chusnunia Chalim

kebijakan," ingatnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Ketua
Koisi VI DPR Evita Nursanty
meminta penerapan Standar Na
sional Indonesia (SNI) sawittetap
mempertimbangkan kemam
puan pekebun keeil. Tujuannya
apar mereka tidak tersingkir dari
rantai pasck global. Desain stan
dardisasi wajib dirancang secara
sederhana serta terjangkau hagi
para pelaku usaha rakyat.

Evita menyorati herhagai per
syaratan perdagangan global
vang terus berkembang, Seperti
legalitas, ketertelusuran, dan prin
sip bebas deforestasi. Penerapan

aturan it diharapkan tidak me
nambah heban pekebun rakyat
bersumber daya terbatas. Skema
SNI idealnya tetap memenuhi
tuntutan intemasional tanpa harus
mengeliminasi psisi petani kecil

Sadt merancang sistem stan
dardisasi komoditas nasional.
kata Evita, persoalan beban
hiaya juga patut jadi perhatian

. serius. Pemenubanstandar wajib

memperhitungkan kemampuan
finansial para pelaku usaha
di lapangan. Kejelasan pihak
penanggung biaya pemetaan,
pendarmpingan, serta sertifikasi
menentukan kebechasilan imple
meniasi aturan di tingkat bawah.
Evita mendorong agar penerap
an SNI selaludiserial mekanisme
pendampingan secara intensif
bagi para pekebun kecil. luunuk
memastikan petani lokal mampu
memenuli seluruh tolok ukoe
repulasi yang telah ditetapkan.
“Ketentuan teknis harus tetap
memenuhi kualifikast internasi-
onal sekaligus dibuat sederhana
serta terjangkau, ucapnya.
Sebelumnya, Pakar Standar
Bidang Sustainable Palm Qil
Universitas Negeri Jember, Jawa
Timur, Ermanto Fahamsyah me

nilad. ST harus jadi penguat Sert
ifikasi Kelapa Sawit Berkelan-

jutan Indonesia atau Jndonesian

Sustainable Palm Oif (15P0).
Indikator [P0 diselaraskan
dengan aspek lealitas, keterte
lusuran, serla bebas deforestasi
demi melindungi pekebun,

Sistem pengawasan terinte
grast itu memastikan setiap bukti
lapangan dapat diperiksa serta
dipertangpungjawabkan secara
konsisten. Penyusunan skema
instrumen SNI dalam regu
lasi nasional wajib diselaraskan
dengan standar internasional
secara penuh. Hal ini mengingat
SNI diberlakukan langsung pada
komoditas ekspor utama menuju
berbagai negara lujuan.

Sebiagai informasi, aturan 1P
mengalami penyempurnaan sejak
Permentan 192011, Permentan
L1215, Perpres 44/2020. hingga
Perpres 16/2025. Perubaban
regulasi periode 2011 sampai
20025 bierlandaskan keburuhan tata
kelola perkebunan, indusiri hilir,
dan bioenergi yang efekif seria
Berkelanjutan. “Langkah strategis
ini dirancang demi menyokong
pertumbuban ekonomi nasional,"
ferangnya. mpve
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